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PUTUSAN
Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
PENGGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan

SAKSI 2, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,
Sebagai Penggugat;

Melawan
TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
XXXXXXXXX XXXXXX, semula bertempat tinggal di Semula
tinggal di KABUPATEN MADIUN. Sekarang tidak
diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di
wilayah Republik Indonesia; Sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11
Mei 2023 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dengan nomor
register 536/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 11 Mei 2023, dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten
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Sidoarjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
039/06/V/2000, tertanggal 09 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat RT 004 RW 001, Desa Ngengor,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun selama 21 tahun 4
bulan. Ba'da Dukhul dansudah di karuniai 2 anak yang bernama Akhdan
'‘Azzam Robbani (lahir 14/02/2001, usia 22 tahun) dan Faruq
Abdurrohman Robbani (lahir 19/05/2003, usia 19 tahun);
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
e Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah
kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat harus
bekerja keras mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. Oleh
karenanya Penggugat tidak rela ;
e Tergugat tidak mau tau urusan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;
e Bahwa, Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan
September tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta
anaknya tanpa alasan yang jelas,tanpa memberi khabar hingga saat
ini dan tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia
(GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor:
470/170/402.411.13/2023 tanggal 10 Mei 2023,
sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga saat ini;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX Kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
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Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rakhmad Sunarno
bin Soekirno) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan
menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara
panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan
ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat
agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui
mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat mengajukan
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
3519135109740005 Tanggal 12-09-2012 dari Kantor  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX
bermeterai cukup, bukti P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor :039/06/V/2000 Tanggal 08 Mei 2000 dari Kantor Urusan Agama
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Kecamatan KUA Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ,

bermeterai cukup, bukti P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor

470/170/402.411.13/2023 Tanggal 10-05-2023 dari Kantor xx XXX XX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX , bermeterai cukup, bukti P3;
Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua

orang saksi, sebagai berikut:

1. Far

ug Abdurahman R bin Akhmad Sunarno, umur 20 tahun, agama Islam,

pekerjaan Mahasiswa, alamat RT.04 RW.01 XX XXX XX XXX XXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX. Saksi telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah anak kandung
Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan
08 Mei 2000;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin
bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun -rukun saja, namun sejak awal pernikahan mulai goyah
karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah
ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan
anaknpuncaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan
sampai sekarang tidak diketahuin keberadaanya dengan jelas;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan
september tahun 2021,
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- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar
dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat
setiap terjadi pertengkaran; - Bahwa selama pisah rumah, saksi
sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

2. Didi

t Slamet P bin Kasno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

swasta, alamat RT.07 RW.01 XX XXX XX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan
08 Mei 2000;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin
bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun -rukun saja, namun sejak awal pernikahan mulai goyah
karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah
ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan
anaknpuncaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan
sampai sekarang tidak diketahuin keberadaanya dengan jelas;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan
september tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar
dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat

setiap terjadi pertengkaran;
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Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah
mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan
memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan
perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk
berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal
132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang
Pengadilan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak
berhasil;
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Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016, Tentang
Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh
Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2000 lalu, semula rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun
sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya
dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan
namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan
pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap
berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-
orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti
P1, P2 dan P3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan KUA Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya
sesuai yang didalilikan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa bukti P3 adalah surat keterangan ghaib atas nama
Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala

Desa Ngengor XxXxXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
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Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat
formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat,
masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan
persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling
bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 08 Mei 2000 dan telah dikaruniai 2 anak;

- Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan
masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah
Penggugat dan anaknya, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama sampai skeranag tidak diketahui keberadaanya
dengan jelas;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi
dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan
Tergugat,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan bahkan
Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan
selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan
rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga
yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan
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sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,
tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena
mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih
membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat,
namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru
menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan
Penggugat tersebut telah memenuhi #5202# serta pendapat ahli hukum Islam
yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih
oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Alls (~mlEl ddde Bl Lga 5 3 Aa 5 3l Al ) pae 3 )
Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka
Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan

talak satu kali (ba’in)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu
alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus
dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup
hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp685.000,00 ( Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis, tanggal 14
September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah,
oleh kami H. Suharno, S.Ad., sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag.
dan Wahib Latukau, S.H.l. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyitho, S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Siti Marhamah, S.Ag. Wahib Latukau, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp  30.000,00
b. Pan Rp. 20.000,00
ggilan
Pertama P
danT
C. Red Rp. 10.000,00
aksi
d. Pe Rp. 10.000,00
mberitahua
n Isi
Putusan
2. Bia Rp. 75.000,00
ya proses
3. Pan Rp. 420.000,00
ggilan
4, Pe Rp. 110.000,00
mberitahuan Isi
Putusan
5. Meterai Rp  10.000,00
JUMLAH Rp  685.000,0

0
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